'PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il
BLORA

e CERA RPN, DAERA RABUPATEN DRERAR TINGKAT 11 BLORR
NOMOR 16 TAHUN 1398
rﬁNTnN@
RETRIBUST PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN
DENG&N‘RHHMAT TUH&N YANG MAHA ESA
) BUPATI KE@QLQ DACRAH TINGKAT II BLORA
‘!’ A; ﬁanimbang V soa. bahwa dsngan telah ditetapkannya Peraturan

- Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan
dari Undang-undang Nomor 18 Tanhun 1297 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Dacrab, make Peraturan
Dasrah Kabuposton Dasrah Tingkat I Rlora tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah peirly
disesuaikan;

b. bahwa untuk melaksanakan penvesualian sebagaimana
dimaksud huruf a diatas, maka perlu  manyusun  dan
menatapkan Feraturan  Dasrah Kabupaten = Daerah
Tingkat 7Y Rlora tentang Retribusi Pasur Gresir Dan
Atau Pertokoan.

‘Mengingat » AL Undang — undang Nomer L3 Tahun 1250 tentang @ Pem-

‘ ‘ bentukan Oasrah-~daerah Kabupaten Dalam  Lingkungan
Propinsi Jaws  Tengah (Berita HNegara Hepublik
Indonesia Tahun 1950);

"q ’ Z2. Undang—wndang Momor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
o pokok . Pemerintahan - 01 Dasrah  (Lembaran Megara

Republik Tndonesia Yahun 1974 mMomor 58, Tambahan
Lembaran degara Republik Indonesia HNomor 3037);

3. Undang-undang HMomor 8 Tahun 1981 tontang Hukum
Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1931 Homor. 76, Tambahan lLembaran Negara
Republik Indonesia Momor Z209);

4. Undang—undang  MNomor o 18 Tahun 1997 tantanyg Pajak
Daerah Dan Retribusi  OCaeran ( Lembaran dMegara
Republik Indonesia Tahun 1997 MNomor dl, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 36:8%); '

5. Peraturan Pemorintah Homor 20 Tahun 1997  tentang

Retribusi Daerah {L.embaran Negars Hepublik
CIndonesia  Tahun 1997 Nomor 55, Tambabhan (asmbaran -

5»3« : Megara Republik Indonesia Momor 36923

&. Paraturan Men&eri Dalam MNegeri Nomor 2 Tahun 1994
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Fasal &

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas

dan

fasilitas vang tersedia.
BEapg Vv

PRIMNSIP PENETAPAM, STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIP RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarip retribusi adalah untuk kiava @ administrasi.
pembangunan, perawatan, pengaturan, kebsrsihan dan pembinaan.

frasal 3

Struktur dan besarnya tarip retribusi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini.

(1)

(2)

(3)

BEaAaB VI
VTﬁTﬂ CAaRA PEMUNGUTAM DAN WILAYAH PEMUNGUTAM
Pazal %

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRO atau dokumsn  lain
vang dipersamakan.

Pemungutan retribusi pada prinsipnya tidak dapat dialihkan
kepada pihak ketiga/diborongkan.

Retribusi terutang dalam masa retribusi, terjadi pada =zaat
mendapatkan pelavanan dari pesmanfaatan / penggunaan  fasilitas
pasar grosir dan atau pertokoan.

MHasil pungutan retribusi sebagaimana Jdimaksud Pasal & Peraturan
Daerah ini diszetor ke Kas Dasrah secars brutte.

Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.

SPTRD  sebagaimana  dimaksud avat (1) pasal ini, diisi dengan
irlas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Waijib
Retribusi atau kuasanva,

Bentuk, isi dan tata cara pengisian 3PTRD ditetapkan oleh Kepala
Dasrah.

Pasal 11

Retribusi dipungut di Wilayah Dasrah.

(1)

BEaB VII
TATA CARA PEMBAYARAM
Pasal 12
Kepala Daeran menetapkan tanggal jatuh tempo pembavaran dan

penvetoran retribusi  terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari
setalah saat terutang.
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(3)

{4)

(1)

P
hi
Pt

(1)

(23

SKRO, SKROKB, SKROKBT, 3TRO, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Kebenaran dan Putusan Banding vang menyvebabkan Jumlah
retribusi yang harus dibavar. bertambah. harus Jdilunasi dalam
jangka waktu paling lama 1 {(satu) bulan sejak tanggel ditsrbit-
kannya.

kepala Daerah atas permohonan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia dari Wajib Retribusil, dapat memberikan persetujuan
kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pemnbavaran
retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap
balan.

Tata cara pembayaran, tempat pembavaran, penundaan pembavaran
retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

0 a B Ix
TATA CARA PENAGIHANM
Pasal 13
Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKROKE, SKROKRERT. 3TRD,
Surat Keputusan Pembastulan, Surat Keputusan Kebenaran Jan
Putusan Banding wvang tidak atau kurang dibavar oleh Wajib

Retribusi pada waktunva dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

EAB X
SADaLUWARSH

Pasal 14
Penagihan retribusi, kadaluwarsa sstelah melampaul jangka waktu
3 (tigal) tahun terhitung sejak saat terutangnva retribusi,
kecuall apabila Waiibk Retribusi melakukan tindak pidana di
bidang retribusi.
Fadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud avat (1)
pasal ini, tertangguh apabila : o
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi bailk lang-

sung maupun tidak langsundg.
B o B zE

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIGUST
YANG KaDaLUWARSES

Pasal 1%

Piutang retribusi vang tidak mungkKin ditagih lagl karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat oihapus.

repala Daerah menstapkarn Keputusan Fenghapusan Piutang Retribusi
Daerah vang sudah kKadaluwarsa sebagal dimaksud ayvat (17 pasal
ird.

B AaB VIl

SOMKST ADMIMISTRASY



Pagsal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunva atau

kurang membavar, Jdikenakan sanks
2%

(1)

e
L]
et

administrasi berupa bunga sehesdar

{dua persen) setiap bulan da besarnya retribusi terutang vang

i
ri
tidak atau kurang bavar dan ditagibh dengan menggunakan STRO.

B AR X

FELAKSAMAAM DAN PENGOHBA3AM

i

Pasal 1

Pelaksanaan taeknis atas berlakunve Peraturan Daerah ini
ditetapkan cleh Kepals Daerah.

Pangawasan datas pelaksanaan Peraturan Laerab ini, dilskukan olsh
Inspektorat WwWilavah kKabupaten Blora, taqgian  Ketertiban dan
Bagian Hukum Sekretariat Wilavah/Daerah.

Kepada aparat Pelaksana dan Pengawas sebagaimana dJdimaksud  avat
{11 dan aysr (2) pasal ini, diberikan biava operasional wvang
besar dan pembagiannva, Jdiatur dalam Surat Kepubusan Kepala
Daerah dan  dituangkan dalam anggardan Pendapatan ddan Beslanja
Dasrah.
B a B X111
KETEMTUASN PTDAMA

Pasgl 13

Pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Daevan ini,
dapat diancam dengan plidana kurungan paling lama & (enam) bulan atau
denda paling banvak 4 {empat) kali jumlah retribusi terutang.

(1)

B AR X1y
PEHMRHY I DI KATRM
Pasal L7

Pejabat Pegawal Megeri Sipil tertentu di lingkKungan Pemerintah
Daeranh diberi wewenang Khusus sebagael Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidanyg retribusi daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang - undang Nomor & Tahun L2981 tentang Hukum
Acara Pidana.

Wowenanyg Penvidik sebagaimana  Jdimaksud avat (1) pasal 1ini,

adalatb:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keteragnagan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana 4i  bidang retribusi
daerah dasrah agsr hketerangan atau laporan tersebut menjadi
lepbih lengkap dan islas;

b, Meneliti, wmencari. dan mengumpullan keterangan mengsnai
grang pribadi atau badan tentang kebenaran pesrbuatan vang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retbribusi daerah
terssbut;

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari crang pribadi atau
padan sehubungan dengan tindak pidana di  bidang retribusi
Jdasrabh;



. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana i bidang retribusi daerabh;

@, Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan barang bukti
pembukuan, pencatatan, dan dJdokumen-dokumen lain. serta
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi dasrabh;

g. Menyuruh berhenti, melarang sessorang meninggalkan  ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memer i kee identitas corang dan atau dokumen vang dibawa
sgbagalmana dimaksud pada huruf e

h. Memotret seseorang berkalitan dengan tindak pidana di bidamnyg

retribusi daserah;

Memanggil orang untuk didengar Keterangannya dan diperiksa

sebagail tersangka atau saksi;

Menghentikan penvyidikan:

Melakukan tindakan lain yvang perlu untuk kelancaran penyidi-

kan tindabk pidana di bidang retribusi dasrah menurut hukum.

Faatd
H

Sudy
a

-~
=
i}

(%) Penvidik sebagaimana dimaksud avat (1) pasal ini, membsritahukan
dimulainva penvidikan dan menvampaikan hasil panyidikannva
kepada Penuntut Umum, sesusl dengan ketentuan vang diatur Dalam
Undang-undang NMomor & Tabun 1981 tentang Hukum aAcara Pidana.

B as ®Y
RETEMNTUAN PERMUITUPR
Pasal 20

(1) Hal~hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sespanjang
mengenai pelaksanaannya akan Jdiatur lebih lanjut oleh Kepala
Daerah.

(2) Peraturan Daerah ini mulai barlakuy pada tanggal diundangkan.

Aganr supava setiap orang dapat mengetahuinyva, memerintahkan
pengundangan Paraturan Dasrah  ini  dengan penempatannva dalam
Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Glora
pada tanggal 27 Oktobar 1998
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a. Penggunaan Toko/Kies besserta  peruma-
hannva [(Ruko);

k. Penggunaan Toko/kRios;

<. Pengaunaan Warung,

4. Penggunaan Tempat Penyvimpanan/penim-
bunan barang;

&. Panggunaan Tempat Bongkar Muat
Garang:

. Penggunaan Tempat Dongkar Muat Ternak
{(Bacuk )

g. Penggunaan Mandi, Cuci dan Rakus
[ MCK )

h. Perggunadan Pasar Hewan:

i. Penggunaan Pasar Buah dan Polowiio.

Pasal 4 s Yang dimaksud dengan Badan adalah suatu
pentuk badan usana vang meliputi fFerseroan
Terkatas, Persercan Xomanditer, Perseroan
lainnva, Badan Usaha Milik MNegara atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa-

U, paersekutuan, perkumpulan, Tirma,
kongsi, koperasi, vavasan atauy organisasi
Yang sejenis, lembaga., dana paEnsiun,

bentuk wusaha tetap serta bentuk  badan
usaha lalinnva.

Pagal 5% ovang  dimaksud  dengan jaza usaha adalah
kegistan Pemerintah Daerah berupa  usaha
dan  pelayanan  wvang menvebabkan barang.
fasilitas, atau Kemanfaatan lainnva vang
dapat dinikmatl orang pribadi atau badan
dengan mengandt prinsip komersial karena
pada dasarnva dapat disediakan oleh zektor

swasta;
Pasal & s/d Pasal 8 @ Cukup jelas.

frasal v avat (1) 2 Yang  oHimaksud dengan dokumen  1ain vang
dipersamakan antara lain berupa karcis
masuk, Kupon, Kartu langganan.

Pasal % ayvat (2) o Yang dimaksud dengan tidak dapat diborong-
kan adalah vahwa seluruyh proses  kegistan
pemungutan retribusi tidak dapat diserah-
kKan kKepada pihak ketiga. Mamun  dalam
pengertian ind bukan berarti bahwa
Pemerintah Daerah tidak dapat bekeria sama
dengan pihak ketiga. DOengan sangat selek-
tif dalam proses pemungutan reatribusi,
Pemer intah Daerah dapat bekerja sama
Jengan  badan-badan tertentu  vang karsna
profesionalismenya  lavak dipercava untuk
ikut melaksanakan sebaglan tugas  pamungu-
tar Jenis retribusi secara lehih eofisien.
Kegiatan pemungutan retribusi vang tidak
dapat Jdikerijasamakan dengan pihak kKetiga
adalan kegiatan perhitungan besairnya
Fetribusi terutang, pengawasan  penvetoran
retribusl dan penagiban retribusi.

frasal 9 avat (3) : Cukup Jjelas.
s/d ayat (4]



Frasal 10 avat (1) p

Kewajiban untuk mengizi SPTRD berlaku
bagli wailib retribusi vang mengaunakan
jasa pelavanan pemerintah Dagrah secara
terus menerus, pericdik dan berlangga-
nan, misal : bulanan, tahunan.

Bagl waliib retribusi vang menerima jasa
pelavanan secara  langsung  dan tidak
pariodik, tidak diwsajibkan untuk mengisi
SPTRD Jdan pembavaran retribusi dapat
menggunakan karcis dan dokumen lain.

Pasal 10 avat (2) o Cukup delas.

s/d ayat (3)

FPasal L1 s/d » Cukup islas.

Pasal 14 avat (1)

Pasal 14 avat (2) : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran,
huruf a kKadal uwarsa panagihan dihitung sejak
tanggal penvampalan Surat Teguran terse-

but,

huruf b o

A"

5

Paﬁal'iﬁ w/dd Pasal 1%:
ayat (2]

Pasal 12 avat (3) :

Pasal 20

z1

Yarng dimsksud dengan  pengakuan  utang
retribusil  secara langsung adalabh waiib
retribusi dengan kesadarannva menvatakan
masih mempunval utang retribusi dan
pelum melunasinva  kepada Femaerintah
Daerah.,

Yang dimaksud dengan pengakuan utang
[SECTATE tidak langsung adalah wajib
retribusi tidak SECAra nyata-nyata
langsung menvatakan bahwa ia  mengakuil
mempunyal utang retribusi kepada
Pemerintah Dasrah.

Cukup 3elas.

Yaig dimakszad dengan menvampaikan  hasil
penyvidikannvya kepada Penuntut Umum
adalah menveirahkan hasil penyidikan
cgpada Penurtut Umum melalul Penyidik
Poliri.

Cukup jelas.

e S DODOO0
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Lampiran : Peraturan 0Oaerah Kabupaten Daerah
Tingkat I ®8lora HNomor 16 Tahun 1998
tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau
Pertokoan.
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12, } Tempat buang air kecil per
: orang.
i Tempat buang air besar per
orang.

Handi per orang.

100 Sekali pakai - A H

13, 200 Sekali pakai

14 300 300 Sekali pakai

15, ! Tempat bongkar muat barang 200
per Kuintal.
tempat bongkar muat heuan

per ekor.

200 Segali pembukaan pasar

16. 300 300 Sekali pembukaan pasar

NO. | JENIS OAN KEQIATAN ! . KLASIFIKASI PASAR : KETERANGAN '
L] B e e e v ror o e o ke s e o St S 29 3 e St et 1 e i 2 o e t [
[} ] ¥ s
; ! KLAS I | KLAS II | KLAS III H
' v (R )V (RP) V (RP) :
i 2 V3 ] 4 : ] ] 6 J
1. ! Toko/kios beserta peru- } 3.000 | 3.000 | 3.000 | Setiap bulan/abunemen )
! mahannya (Ruko) per m2. | , ' : . H
2. | Toko/Kios menghadap ke | 2.500 | 2,000 | 1.500 | Setiap bulan/abunemen |
! luar per m2. ' ] : H 4 '
3. | Toke/Kios menghadap ke | 1.500 | 1.200 | 1.000 | Setiap bulan/abunemen |
! dalam per m2. ! L ' ' , i
4. | Warung per m2. A <1 B 100 100 | Sekali pembukaan pasar|
&. | Warung per m2. 1 2,000 | 1.000 | 900 | Setiap bulan/abunemen |
é. | Restoran per m2. 12,000 | 1.750 | 1.500 | Setiap bulan/abunemen |
7. | Hewan Kecil per ekor (kam~, 400 | 400 | 400 | Sekali pembukaan pasar)
| bing, biri-biri). ' o : . H
¢. | Hewan Besar per ekor (sapi) 1.500 | 1.500 | 1.500 | Sekall pembukaan pasar;
| kerbau, babi). ! S ‘ S ‘
$. 1 Penyimpanan barang/glodok,: 250 250 | 250 | Sekali pembukaan pasar|
1 1 ! ¥ ] [} = ]
3 ] per "2 i 3 i [ s
. 10. ! Penimbunan barang per m2. | 250 ! 250 | 250 | Sekali pembukaan pasar|
~11. | Ruangan Gudang per m2Z. 250 250 250 | Sekali Pembukaan pasar|

[ t t 1 4 ]

i ' i i '

$ H i [} 1

i ¢ ¥ ] ]

1) i i ) $

t ] [} 1 H

3} [ £ 3 ¥

i ] ] ] 1

] ) t 13 )

] ¥ ¥ ¥ ]

] ] ¢ 1] ]

1 ¥ + 1 t

] ] 3 ] 1

[] ¥ i i L]

) 1] ] ] ]

1 ¥ t 4 ¥

] [} i ¥ )

i [ ] ] 1 1]

" ' i : 1

] 4 3 ] t

T o o - i o - W X i s A (o g o W W e T e ks Y W AR T e MR S D s S A A T s A s S A ) e R S0 e e AN S T P W e o T W e U W o e St T S e W e
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\ Pendaftaran ulang / her -} !
{ registrasi terhadap jasa -| !
! kontrak toko berikut per- | H
i rumahannya (Ruko), toko / | H
{ kios, warung yang disedia) H
i kan oleh Pemerintah Daerah| S
t ( sudah termasuk biaya -] ) :
! materai ) : H !
i 1. Toko berikut peruaahan~.20 000 !
' nya (Ruko) : '
! 2. Toko/kios 110,000 |}
1 3. Warung 1 7.500 ¢
] i
] 1

17.500 15,000 2 tahun sekali

2 tahun sekali
2 tahun sekali

7.500
5.000

5.000
4.000




